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Abstrak
 

Se�ap daerah dalam penger�an provinsi, kabupaten/kota di Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah 

(DIPENDA)-nya mempunyai kewenangan untuk memungut pajak atas semua objek pajak yang ada di 

daerahnya. Hal tersebut juga berlaku untuk Kota Cimahi yang pembangunannya tampak semakin 

berkembang secara pesat seiring dengan berlakunya otonomi daerah. Dengan semakin berkembangnya 

Kota Cimahi dan semakin maraknya pembangunan perumahan di Kota Cimahi, menunjukan bahwa 

semakin banyak terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan, yang tentunya berdampak pada perolehan 

pajak, Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan juga pada perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-PP) 

bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi. Pengalihan BPHTB dan PBB-PP menjadi pajak daerah 

tentunya berkaitan dengan kesiapan aparat/petugas pajak (Kota Cimahi) dalam menanggapinya dalam 

bentuk persiapan dan pelaksanaan pemungutan BPHTB dan PBB-PP tersebut. Dalam peneli�an ini, akan 

diteli� berbagai persoalan yuridis yang muncul dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-PP) yang semula 

adalah pajak pusat, kemudian dialihkan menjadi pajak daerah, dengan lokasi peneli�an di kota Cimahi. 

Kata kunci : pengalihan BPHTB,  PBB-PP, pajak daerah, pendapatan asli daerah. 

Abstract
  

Every region in terms of province, district/city in Indonesia through Region Income Office (Dinas 

Pendapatan Daerah - DIPENDA)  has the authority to levy a tax on all taxable object  in the region. It is also 

valid for Cimahi is growing rapidly along with the implementa�on of regional autonomy. With the 

development of Cimahi and housing construc�on is increasingly widespread in the city of Cimahi, shows 

that the more transfer of rights over  land and buildings, which would have an impact on tax revenue, Tax on 

Acquisi�on of Land and Building (Bea Perolehan Hak Atas Tanah - BPHTB) and also on the revenue of Land 

and Building Tax (Pajak Bumi dan Bangunan - PBB-PP) for Region Original Income (Pendapatan Asli Daerah 

- PAD) of Cimahi. The transfer of  BPHTB and  PBB-PP to be  local taxes must be related to the readiness of 

officers/officials of tax (Cimahi) to respond it in the form of the prepara�on and execu�on of collec�ng  

BPHTB and PBB-PP. In this research, will be examined various juridical issues that arise in the prepara�on 

and execu�on of collec�ng  Tax on Acquisi�on of Land and Building (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
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Pendahuluan  

Diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia 

pada tahun 2001, membuat se�ap daerah dalam 

penger�an provinsi, kabupaten/kota menjadi 

organisasi publik yang diberi kewenangan oleh Pe-

merintah Pusat untuk mengatur pemerintahannya 

sendiri. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam 

pelaksanaan otonomi daerah tersebut diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya di-

sebut UU Pemerintahan Daerah), serta Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perim-

bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah). Pada 

in�nya, berdasarkan kedua undang-undang ter-

sebut Pemerintah Daerah diberi kebebasan untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, 

menetapkan kebijaksanaan sendiri, serta ber-

kewajiban memenuhi pembiayaan keuangan 

daerahnya. Dengan demikian diharapkan suatu 

daerah otonom dapat berkembang sesuai dengan 

kemampuan sendiri dan �dak bergantung kepada 

Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, daerah otonom 

harus mempunyai kemampuan sendiri untuk 

mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri 

dengan mengandalkan sumber-sumber pen-

dapatan yang dimilikinya. Sumber-sumber pen-

dapatan tersebut melipu� semua kekayaan yang di-

kuasai oleh daerah dengan batas-batas kewe-

nangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk 

membiayai semua kebutuhan dalam rangka 

penyelenggaraan rumah tangga daerah tersebut.

Agenda peralihan PBB-PP dan BPHTB oleh 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah telah 

terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD), yang mulai 

efek�f pada tahun 2010. Pemerintah Pusat dan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk 

mengalihkan semua PBB sektor Perdesaan dan Per-

kotaan pada 2014, sedangkan secara efek�f pe-

ngalihan BPHTB dari Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah pada tanggal 1 Januari 2011.  

Dengan demikian, masa peralihan BPHTB selama 1 

tahun dan masa peralihan PBB-PP selama 4 tahun, 

yang mengharuskan Pemerintah Daerah (termasuk 

Pemerintah Kota Cimahi) untuk mempersiapkan 

baik segi yuridisnya untuk pemungutan BPHTB dan 

PBB-PP.

Pemerintah Kota Cimahi bersama DPRD-nya 

pada 16 Februari 2011 telah membuat Peraturan 

Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah yang menjadi dasar hukum 

pemungutan BPHTB dan PBB-PP. Selanjutnya, 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tersebut 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah. Pengesahan UU PDRD yang 

sekaligus juga pengalihan BPHTB dan PBB-PP 

menjadi pajak daerah �dak semata-mata dimaknai 

sebagai keharusan membuat Peraturan Daerah 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah, 

melainkan lebih merupakan momentum bagi 

Pemerintah Kota Cimahi untuk memperkuat taxing 
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power dan mengakselerasi kemandirian keuangan, 

sehingga dapat lebih meningkatkan kapasitas fiskal 

atau kemampuan untuk membiayai pembangunan 

daerah. Dalam peneli�an ini diteli� bagaimana 

Pemerintah Kota Cimahi mempersiapkan dan me-

laksanakan pengalihan pemungutan BPHTB dan 

PBB-PP yang sudah menjadi pajak daerah (tahun 

anggaran 2014). 

Sesuai data dari Dinas Pendapatan Daerah 

(DISPENDA) Kota Cimahi pada tahun 2014 

Pemerintah Kota Cimahi menetapkan target 

penerimaan PBB-PP sebesar 27,7 milyar rupiah, 

sedangkan target penerimaan BPHTB sebesar 33,8 

milyar rupiah. Namun target yang sudah ditetapkan 

tersebut �daklah tercapai. Hal ini ditunjukkan dari 

data DISPENDA bahwa PBB-PP terealisasi sebesar 

26,383 milyar rupiah dan untuk BPHTB terealisasi 

sebesar 27,5 milyar rupiah.¹ Hal tersebut 

memunculkan kontradiksi, di satu sisi melihat luas 

wilayah Kota Cimahi yang cukup luas, yaitu 40,25 
2

km  dengan perkembangan pembangunan yang 

cukup pesat, yang salah satunya tampak dari 

banyaknya pembangunan komplek perumahan, 

komplek rumah-toko (ruko) untuk berbagai 

golongan ekonomi. Perkembangan tersebut 

tentunya berpengaruh pada penerimaan BPHTB 

maupun PBB-PP. Di sisi lain, target PBB-PP dan 

BPHTB yang sudah ditetapkan di tahun 2014 

ternyata �dak tercapai. Mencerma� kondisi seper� 

diuraikan di atas, penulis melalui peneli�an ini 

hendak mengkaji aspek-aspek yuridis yang dinilai 

pen�ng dalam pelaksanaan pemungutan PBB-PP 

dan BPHTB yang saat ini telah menjadi pajak daerah 

(untuk tahun pajak 2014). 

Metode Peneli�an

Peneli�an ini dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan yuridis norma�f, yaitu data sekunder 

yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan norma-

norma, kaidah-kaidah, doktrin-doktrin hukum dan 

asas-asas yang dikenal dalam bidang Ilmu Hukum, 

khususnya Hukum Pajak.² Untuk pengumpulan 

data akan dilakukan peneli�an ke perpustakaan 

untuk memperoleh data sekunder berupa bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. Dalam peneli�an ini akan digunakan 

analisis data yuridis kualita�f, ar�nya sarana yang 

digunakan untuk menganalisis data adalah norma-

norma, kaidah-kaidah dan asas-asas hukum serta 

teori-teori yang dikenal dalam bidang Ilmu Hukum 

(khususnya Hukum Pajak) dengan menggunakan 

metode penemuan hukum. Analisis ini akan 

disajikan dalam bentuk uraian-uraian sehingga 

bersifat kualita�f. 

Pembahasan 

Pajak adalah perikatan yang �mbul karena 

undang-undang yang mewajibkan seseorang yang 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh 

undang-undang (tatbestand) untuk membayar 

sejumlah uang kepada (kas) Negara yang dapat 

dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan 

yang secara langsung dapat ditunjuk, yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara (ru�n dan pembangunan) dan 

digunakan sebagai alat (pendorong-penghambat) 

untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.³

Selanjutnya, dilihat dari lembaga yang 

memungutnya, pajak dibedakan atas Pajak Pusat 

dan Pajak Daerah.Pajak Pusat adalah jenis pajak 
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yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam 

pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen 

Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari 

pungutan pajak pusat dikumpulkan dan di-

masukkan sebagai bagian dari penerimaan Ang-

garan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Sementara itu, pajak daerah adalah jenis pajak 

yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam 

pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas 

Pendapatan Daerah (Dipenda). Hasil dari pemu-

ngutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan 

sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁴ 

Sebagai upaya untuk memenuhi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya Kota 

Cimahi sebagai sebuah daerah otonom dapat 

menggali dan menerapkan pajak sebagai salah satu 

sumber penerimaan daerah. Jenis pajak yang baru 

saja menjadi pajak daerah (semula merupakan 

pajak pusat, kemudian dialihkan menjadi pajak 

daerah) adalah PBB-PP dan BPHTB. Pengalihan 

PBB-PP dan BPHTB dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah merupakan suatu bentuk 

�ndak lanjut kebijakan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiscal. Bentuk kebijakan tersebut 

dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD).

Dalam Pasal 1 ayat (6) UU Pemerintahan 

Daerah dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pe-

merintahan dan kepen�ngan masyarakat setempat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Selanjutnya, berdasarkan penger�an otonomi 

daerah tersebut memunculkan konsep desen-

tralisasi yang juga telah disebutkan penger�annya 

dalam Pasal 1 ayat (8) UU Pemerintahan Daerah 

yang menyatakan bahwa desentralisasi adalah 

penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Peme-

rintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan 

asas otonomi.

Kemandirian ataupun keleluasaan daerah 

untuk mengatur dan mengurus urusan peme-

rintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya 

itu, harus dipahami sebagai ke-mampuan daerah 

untuk membuat dan menetapkan produk hokum 

daerah (antara lain dalam bentuk Perda) untuk 

mengatur penyelenggaraan otonomi daerah, juga 

kemampuan untuk menangani dan mengelola 

sejumlah urusan pemerintahan tertentu (yang 

menjadi wewenangnya) sebagai urusan rumah 

tangganya sendiri. Untuk dapat mewujudkan 

kemandirian dan keleluasaan daerah itu, ke-

mampuan Sumber Daya Manusia (SDM, human 

resources), Sumber Daya Alam (SDA, natural re-

sources), sumber daya manajemen (management 

resources) dan kemampuan keuangan (financial) 

menjadi syarat utama bagi terselenggaranya 

otonomi daerah.⁵

Kebijakan otonomi daerah atau de-sentralisasi 

telah memberikan banyak peluang bagi daerah 

untuk mengatur rumah tangganya, khususnya 

dalam hal keuangan. Kebijakan otonomi daerah 

membuat Pemerintah Daerah dapat mengatur 

rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang 

dimiliki daerahnya. Dengan pengalihan pajak ini 

(desentralisasi fiskal), penerimaan PBB-PP dan 

BPHTB akan sepenuhnya masuk ke kas Pemerintah 

Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan mampu 

meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah 

(PAD). Pada saat PBB-PP dan BPHTB dikelola oleh 

pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota 

hanya mendapat bagian untuk PBB-PP sebesar 
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64,8% (enam puluh empat koma delapan persen), 

dan untuk BPHTB sebesar 64% (enam puluh empat 

persen), tetapi setelah pelimpahan ini, semua 

pendapatan dari sektor PBB-PP dan BPHTB akan 

masuk ke dalam kas pemerintah daerah.⁶

Pilihan pelaksanaan desentralisasi (otonomi 

daerah) merupakan respon dan pilihan strategis 

negara dalam mengupayakan penyelenggaraan 

pemerintahan secara demokra�s. Dengan men-

dekatkan kekuasaan kepada rakyat, diharapkan 

akan terjadi interaksi poli�k yang baik karena 

intensnya komunikasi poli�k yang terbangun 

antara negara dan rakyat. Selain itu, pemerintah 

daerah juga mendapatkan hak-haknya sebagai 

penyelenggara pemerintahan di daerah sehingga 

memungkinkan terjadinya pengelolaan potensi 

daerah yang berbasis kultural. Model peme-

rintahan desentralis�k diyakini oleh ilmuwan 

poli�k akan dapat memberikan pelayanan umum 

secara lebih efek�f dan tentunya juga efek�f dalam 

meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah.

Menurut Pasal 1 ayat (37) UU PDRD, Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 

dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan dan pertambangan. Pada bu�r 39-nya 

dijelaskan penger�an bangunan yaitu konstruksi 

teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 

pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau 

laut. Selanjutnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas 

perolehan hak atas tanah dan atau bangunan 

(sesuai Pasal 1 ayat (41) UU PDRD), sedangkan yang 

dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan/ 

atau bangunan adalah perbuatan atau peris�wa 

hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas 

tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau 

badan (Pasal 1 ayat (42) UU PDRD). Desentralisasi 

fiskal (dalam kaitannya dengan pengalihan PBB-PP 

dan BPHTB) dapat didefinisikan sebagai penye-

rahan urusan fiskal ke bawah, dimana jenjang 

pemerintahan yang lebih �nggi menyerahkan 

sebagian kewenangannya mengenai anggaran dan 

keputusan-keputusan finansial kepada jenjang 

yang lebih rendah.⁷ 

Pembaharuan kebijakan fiskal dirasakan 

mendesak untuk dilakukan dengan tujuan men-

dorong daerah-daerah untuk dapat memak-

simalkan kemampuan fiskalnya. Sesungguhnya 

dapat dikatakan bahwa pembaharuan sistem fiskal 

atau pajak mengandung �ga tujuan pokok, yaitu : 

(1) menyederhanakan sistem pajak daerah, (2) 

menaikkan penerimaan dari pajak daerah, agar 

daerah �dak terlalu banyak bergantung pada 

bantuan dari Pusat, dan (3) perubahan sistem pajak 

yang berkaitan dengan wewenang Pemerintah 

Daerah.⁸

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat ber-

jalan dengan baik jika didukung beberapa faktor, 

antara lain: (a) Pemerintah Pusat yang mampu 

melakukan pengawasan dan enforcement, (b) 

Sumber daya manusia (SDM) yang “kuat” pada 

Pemerintah Daerah untuk menggan�kan peran 

Pemerintah Pusat, (c) Keseimbangan dan kejelasan 

dalam pembagian tanggungjawab dan ke-

wenangan dalam melakukan pungutan pajak dan 

retribusi daerah, (d) Faktor kompetensi. Penger�an 

kompetensi yang dimaksud dalam bu�r (d) adalah 
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perilaku dan keterampilan yang dituntut dari sese-

orang agar dapat memenuhi tuntutan pekerjaan 

atau secara umum dapat dikatakan sebagai 

persyaratan agar seseorang dapat melak-sanakan 

tugas pekerjaannya suatu organisasi. Berdasarkan 

penger�an tersebut, dapat diberikan penger�an 

SDM yang kompeten yaitu SDM yang dapat 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan 

pekerjaannya.⁹

Berkaitan dengan kompetensi SDM per-

pajakan, maka hal ini erat kaitannya dengan 

penger�an pemungutan pajak yang dalam Pasal 1 

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 di-

sebutkan bahwa pemungutan pajak merupakan 

suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek, penentuan besarnya pajak 

yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak 

kepada wajib pajak serta pengawasan penye-

torannya. Dalam pemungutan pajak (dalam hal ini 

pemungutan PBB-PP dan BPHTB Kota Cimahi) 

tentunya harus memperha�kan asas-asas pemu-

ngutan pajak seper� yang dikemukakan oleh Adam 

Smith, yaitu asas equity, certainty, convenience of 

payment, dan economy.¹⁰ 

Di�njau secara teori dan pada praktiknya, 

pemerintah daerah dapat memperoleh pen-

dapatan dari pajak melalui �ga cara, yaitu tax 

sharing, surcharge dan memungut sendiri. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Tjip menyi�r 

pendapat Davey yang menyatakan bahwa 

pemerintah dalam memperoleh pendapatan dari 

pajak melalui �ga cara, yaitu (1) Pertama, 

pembagian hasil pajak-pajak yang dikenakan dan 

dipungut oleh pemerintah pusat. (2) Kedua, 

pemerintah regional dapat memungut tambahan 

pajak (opsen, surcharge) di atas suatu pajak yang 

dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat, 

contohnya pemerintah daerah di Swedia me-

mungut opsen atas penghasilan nasional. Di 

sebagian Amerika Serikat, pemerintah daerah 

mengenakan opsen atas pajak penjualan di �ngkat 

negara bagian. (3) Sumber ke�ga dari pemerintah 

regional untuk memperoleh pendapatan dari pajak 

adalah pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan 

ditahan oleh pemerintah regional sendiri.¹¹

Pada uraian selanjutnya dipaaparkan dan 

dibahas lebih rinci hasil peneli�an, yang diawali 

dengan uraian mengenai profil wilayah lokasi 

peneli�an, yaitu Kota Cimahi. Cimahi meme-

megang peran sebagai daerah penyangga bagi Kota 

Bandung yang berjarak sekitar 12 kilometer di 

sebelah Barat, dan terutama menjadi tempat 

bermukimnya para pekerja yang mencari na�ah di 

Kota Bandung (mungkin Jakarta). Kota Cimahi 
2

dengan luas 40,25 km  terdiri dari �ga kecamatan, 

yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi 

Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan, dengan 15 

kelurahan, dan jumlah penduduk (sampai bulan 

Februari 2014) sebanyak 561.386 orang.¹² 

Kota Cimahi sebagai bagian dari daerah Jawa 

Barat yang masuk ke dalam Wilayah Koordinasi 

Pemerintah dan Pembangunan IV (WKPP IV) 

mengarahkan kebijakan ekonomi daerah yang 

mendukung kebijakan ekonomi Jawa Barat yang 

diarahkan untuk memacu pembangunan ekonomi 

berbasis potensi lokal. Sebagaimana disebutkan 

dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 

Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 
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¹⁰ Santoso Brotodihardjo, Pengantar Hukum Pajak, PT. Refika Aditama, Bandung: 2003, hlm.25. 

¹¹ Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia, Yelow Prin�ng, Jakarta: 2007, hlm.216.   

¹² Sumber : Database Kependudukan Kota Cimahi. 



Dinas Daerah Kota Cimahi, disebutkan bahwa tugas 

pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

teknis operasional di bidang pengelolaan penda-

patan daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan 

Kota Cimahi yang melipu� pajak daerah, penda-

patan asli daerah lainnya yang sah, dana perim-

bangan pajak dan bukan pajak dan pendapatan 

lain-lain. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas 

Pendapatan selain mengelola anggaran penda-

patan, juga berperan sebagai koordinator seluruh 

pendapatan Kota Cimahi.

Kota Cimahi sesuai urusannya, diarahkan 

melalui upaya peningkatan pendapatan daerah 

sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana 

perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk mening-

katkan pendapatan daerah adalah:¹³  

1. Memantapkan kelembagaan dan Sistem 

Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah 

melalui e-tax; 

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan 

Daerah; 

3. Meningkatan koordinasi secara sinergi di 

bidang Pendapatan Daerah dengan Propinsi 

dan Pemerintah Pusat; 

4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik 

Daerah dalam rangka meningkatkan kontribusi 

Pendapatan Daerah; 

5. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan 

daerah.

Dalam usaha untuk mencapai target kapasitas 

pajak daerah, usaha-usaha pemerintah daerah 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yaitu:¹⁴  

1. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi 

kepada masyarakat, yaitu melalui penye-

derhanaan sistem dan prosedur administrasi 

pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk 

membayar pajak dan retribusi daerah, yaitu 

meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pem-

bayar retribusi daerah dengan pen-dekatan 

sosialisasi dan penegakkan sanksi peraturan 

perundang-undangan atau peraturan daerah 

yang berlaku tentang pemungutan pajak 

daerah dan retribusi daerah; 

3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retri-

busi daerah, melalui penataan administrasi 

objek potensial dan penyusunan rencana 

pemungutan menyangkut objek potensial ter-

sebut, akibat adanya per-tumbuhan ekonomi; 

4. Operasionalisasi, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak 

daerah dan Retribusi Daerah melalui pening-

katan pengendalian dan pengawasan atas 

pemungutan pajak daerah yang diiku� dengan 

peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan 

dan kecepatan pelayanan; 

5. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah 

yang �dak dipisahkan dan belum diman-

faatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan 

dengan pihak ke�ga dalam rangka mening-

katkan PAD; 

6. Peningkatan dan penataan prosedur sistem 

administrasi keuangan, sistem pengadaan 

barang dan jasa serta sistem administrasi aset 

daerah sebagai fungsi pengendalian pe-

nerimaan dari hasil penggunaan kekayaan 

daerah yang �dak terpisahkan. 

Selanjutnya, mengenai �dak tercapainya 

target pemungutan BPHTB dan PBB-PP pada tahun 

2014 di Kota Cimahi disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain faktor penetapan tarif, faktor 
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kelembagaan, faktor organisasi dan sumber daya 

manusia, faktor infrastruktur dan data. Berkenaan 

dengan faktor tarif, dapat dikatakan untuk tarif Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

�dak terjadi perubahan dengan keadaan pada 

waktu BPHTB masih menjadi pajak pusat. Dengan 

kata lain, untuk BPHTB yang terjadi di Kota Cimahi 

adalah murni pengalihan pemungutan BPHTB dari 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan 

Pemerintah Kota Cimahi mengadopsi dan mene-

rapkan melalui peraturan daerahnya, aturan 

tentang Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena 

Pajak (NPOPTKP) dan aturan tentang tarif BPHTB 

seper� yang diatur dalam Undang-Undang PDRD. 

Selain itu, dapat dikatakan bahwa untuk pe-

mungutan BPHTB �dak terjadi masalah karena 

melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

dan petugas Badan Pertanahan, sehingga prak�s 

�dak terjadi kesulitan dalam pengelolaan pe-

mungutan BPHTB. Menurut pengamatan yang 

dilakukan oleh peneli�, target BPHTB yang �dak 

tercapai pada tahun anggaran 2014 lebih dika-

renakan penetapan target yang �nggi diban-

dingkan dengan transaksi atau perbuatan hukum 

yang berkaitan dengan pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan. 

Berbeda dengan pengaturan dan pemungutan 

PBB-PP di Kota Cimahi. Pemerintah Daerah Kota 

Cimahi dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2011 dalam Pasal 46 ayat (5)-nya menetapkan: 

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

(NJOPTKP) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta 

rupiah) untuk se�ap wajib pajak, dan pada Pasal 

49-nya menetapkan: Tarif PBB Perkotaan diklasi-

fikasikan sebagai berikut: (a) Untuk NJOP sampai 

dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) di-

tetapkan sebesar 0,15% (nol koma limabelas 

persen), (b) untuk NJOP di atas Rp.50.000.000,- 

( l ima puluh juta  rupiah)  sampai  dengan 

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan 

sebesar 0,20% (nol koma duapuluh persen); (c) 

Untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua  

puluh lima persen). Mengingat Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP) PBB perkotaan di Kota Cimahi sudah 

�dak ada lagi yang sebesar Rp.50.000.000,- 

(limapuluh juta rupiah), maka dengan Peraturan 

Daerah nomor 6 Tahun 2014 diadakan perubahan 

mengenai Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

(NJOPTKP) dan perubahan mengenai tarif, yaitu 

pada Pasal 46 ayat (5) yang berisi: Besarnya Nilai 

Jual Objek pajak Tidak kena Pajak (NJOPTKP) 

ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta 

rupiah) untuk se�ap wajib pajak. Perubahan 

mengenai tarif PBB perkotaan ada pada Pasal 49 

yang berisi: Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Per-

kotaan diklasifikasikan sebagai berikut: (a) Untuk 

NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu 

milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma 

sebelas persen),  (b)  Untuk NJOP di  atas 

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan 

sebesar 0,201% (nol koma dua nol satu persen); (c) 

dihapus.

Perubahan Peraturan Daerah Kota Cimahi 

seper� disebutkan di atas menunjukkan bahwa 

akan terjadi kenaikan PBB sebagai akibat dila-

kukannya penyesuaian NJOP yang menjadi lebih 

�nggi, yang tentu saja menyebabkan bertambah 

besarnya PBB terutang yang menjadi kewajiban 

masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa di�njau dari faktor tarif, pada tahun 2014 

terjadi kekeliruan pengenaan tarif dan penetapan 

NJOP, sehingga target PBB-PP yang sudah dite-

tapkan �dak tercapai. Untuk kegagalan pencapaian 

target BPHTB pada tahun 2014, tampaknya faktor 

tarif dan penetapan NPOPTKP �dak berpengaruh. 

Dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah Kota 

Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 

bahwa besarnya NJOP ditetapkan se�ap 3 tahun, 

kecuali untuk objek tertentu dapat ditetapkan 

93

Maria Emelia Retno K.
Pengalihan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan - Perkotaan  dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan di Kota Cimahi Tahun 2014



se�ap tahun sesuai dengan perkembangan 

wilayahnya. Apabila penetapan NJOP dilakukan 

se�ap tahun, maka dapat saja wajib pajak banyak 

yang merasa keberatan dengan beban pajak yang 

harus dibayarnya, sehingga hal tersebut ber-

dampak Pemerintah Kota Cimahi akan banyak 

mendapat permintaan atau permohonan ke-

beratan/keringanan pembayaran pajak. Dalam 

Peraturan Daerah Kota Cimahi Tentang Pajak 

Daerah, pengaturan yang lebih rinci mengenai hal 

tersebut sangat diperlukan, mengingat PBB 

merupakan satu jenis pajak yang rumit. Sebagai 

contoh, harus ada aturan tentang keberatan atau 

pengurangan atas PBB terutang, karena hal ini 

sangat pen�ng untuk diatur mengingat pada 

prakteknya wajib pajak cukup sering mengajukan 

keberatan atau permohonan pengurangan PBB 

terutang. Selain itu, karena persoalan keberatan 

atau permohonan pengurangan PBB ini merupakan 

masalah yang sensi�f bagi wajib pajak, maka perlu 

diatur dengan cermat agar di satu sisi �dak 

merugikan hak-hak wajib pajak, tetapi di sisi lain 

tetap dapat mengamankan penerimaan pe-

merintah daerah.  

Selanjutnya, seper� disebutkan di atas bahwa 

pencapaian kinerja pengelolaan PBB-PP ditentukan 

oleh banyak faktor, dan salah satunya adalah 

ketersediaan dan kompetensi sumber daya 

manusia (SDM). Dalam hal ini yang dimaksud 

dengan kompetensi SDM adalah kompetensi teknis 

yaitu kemampuan kerja se�ap pegawai negeri sipil 

(PNS) yang mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diper-

lukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya 

(Perka BKN Nomor 8 Tahun 2013). Aspek 

pengetahuan kerja yang dimaksud dalam hal ini 

adalah pengetahuan yang dimiliki PNS berupa 

fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang 

melalui pendidikan dan pengalaman, baik teori 

maupun pemahaman secara praktek, dan berbagai 

hal yang diketahui PNS terkait dengan peker-

jaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS 

melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam 

konteks pekerjaannya. Di Kota Cimahi, kompetensi 

SDM ini masih menjadi masalah dan sampai 

peneli�an ini dilakukan masih terus di�ngkatkan. 

Pada kenyataannya di Kota Cimahi ditemui 

beberapa kendala yang dihadapi dalam penge-

lolaan pajak daerah (PBB-PP dan BPHTB), antara 

lain: (a) database yang masih jauh dari standar 

nasional. Padahal sangat disadari bahwa database 

sangat menentukan untuk menguji kebenaran 

mengenai objek pajak, subjek pajak, kebenaran 

pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. 

Selain itu, pandangan masyarakat bahwa banyak 

dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digu-

nakan secara boros atau dikorup, juga berdampak 

yang pada akhirnya menjadi kendala atau 

hambatan untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. (b) lemahnya penegakan hukum (law enfor-

cement) atas kepatuhan baik di�njau dari wajib 

pajak untuk membayar pajak, maupun di�njau dari 

petugas pajak. Penegakan hukum di bidang 

perpajakan dapat dikatakan masih lemah, hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak (dalam 

peneli�an ini wajib pajak PBB-PP) yang enggan 

membayar pajak.

Peneli�an ini memperoleh data bahwa karena 

pengawasan melalui prosedur pengisian Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang sangat 

longgar (menurut penilaian peneli�), menye-

babkan �dak up to date-nya database (data objek 

pajak dan subjek pajak) di kantor Dispenda, 

sehingga banyak tagihan PBB-PP yang �dak dapat 

ditagihkan kepada wajib pajaknya. Menurut 

pendapat peneli�, hal tersebut terjadi karena 

pengisian SPOP hanya dilakukan satu kali saja, 

bukan dilakukan se�ap tahun pajak (tahun pajak 

PBB), sehingga apabila terjadi perubahan subjek 

pajak dan objek pajak, perubahan tersebut belum 
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tentu atau bahkan �dak diketahui oleh kantor 

pajak. Dengan kata lain, database kantor pajak 

menjadi �dak up to date, dan lebih lanjut, tagihan 

PBB yang sudah ditetapkan dalam Surat Pem-

beritahuan Pajak Terutang (SPPT) menjadi �dak 

dapat ditagihkan. Akibatnya target PBB yang sudah 

ditetapkan menjadi �dak tercapai. Selain itu, 

lemahnya penegakan hukum dalam pemungutan 

PBB-PP menyebabkan banyak wajib pajak yang 

mengabaikan kewajibannya. Berdasarkan Pasal 53 

ayat (1) Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang 

Pajak Daerah, yang berisi: Ber-dasarkan SPOP, 

Walikota menerbitkan SPPT. Namun dalam 

prakteknya �mbul masalah yang belum dapat 

dijawab, yaitu apabila SPPT yang diterbitkan 

didasarkan pada data yang �dak up to date, 

petugas pajak belum dapat menanganinya. 

Memang disebutkan adanya teknik penyisiran 

objek pajak, tetapi hal ini belum menjawab 

permasalahan karena jumlah petugas pajak dan 

jumlah objek pajak yang harus disisir �daklah 

sebanding. Menurut peneli�, perlu diadakan revisi 

mengenai prosedur pemungutan PBB-PP.

Permasalahan lain yang terjadi di lapangan 

adalah wajib pajak yang telah menerima SPPT �dak 

mau membayar pajak karena mereka merasa �dak 

ada kepen�ngan yang terkait dengan pembayaran 

PBB-PP itu (walaupun sesungguhnya ada hal 

pen�ng yang terkait dengan pelunasan PBB-PP, 

yaitu apabila wajib pajak yang memiliki objek PBB-

PP, dalam hal ini tanah dan rumah ingin men-

jualnya, maka si wajib pajak tersebut harus me-

lampirkan buk� pembayaran pajak PBB-PP selama 

10 (sepuluh) tahun terakhir) dan mereka juga 

berpendapat bahwa membayar pajak, hasilnya 

hanya dikorup oleh oknum pajak tertentu. Me-

nyadari permasalahan yang terjadi di lapangan 

seper� ini yaitu menyangkut sosialisasi perpajakan, 

maka Dispenda Kota Cimahi mulai meningkatkan 

sosialisasi perpajakan dengan salah satunya 

mengadakan pertemuan dengan seluruh Ketua 

RT/RW di semua kelurahan di �ga kecamatan yang 

ada di Kota Cimahi.  

Penutup

Pada dasarnya Undang-Undang nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah memberikan taxing power yang jauh lebih 

besar kepada pemerintah daerah, sehingga 

membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk 

mengop�malkan pengelolaan sumber pendapatan 

daerah demi kemandirian anggaran dan pem-

bangunan yang berkelanjutan. Pengalihan kewe-

nangan pemungutan PBB-PP dan BPHTB sudah 

tentu akan meningkatkan pendapatan asli daerah 

(PAD) apabila efek�vitas dan efisiensi pemu-

ngutannya terjaga. Pada kenyataannya, pemu-

ngutan BPHTB dan PBB-PP di Kota Cimahi pada 

tahun 2014 �dak mencapai target karena adanya 

beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain 

masalah penetapan tarif, organisasi dan sumber 

daya manusia, serta masalah kekinian data per-

pajakan.

Pemerintah Kota Cimahi telah menangani 

masalah-masalah yang terjadi tersebut di atas 

dengan cara : (1) mengubah Peraturan Daerah Kota 

Cimahi Tentang Pajak Daerah, khususnya pasal 

tentang tarif dan penetapan NJOP pada PBB-PP, (2) 

melakukan sosialisasi peraturan dan koordinasi 

dengan Ketua RT/RW di se�ap kelurahan yang ada 

di se�ap �ga kecamatan di Kota Cimahi, dan (3) 

meningkatkan pelayanan administrasi perpajakan 

kepada masyarakat.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Cimahi untuk mengatasi kega-

galan pencapaian target penerimaan dari BPHTB 

dan PBB-PP adalah antara lain: (a) lebih sering 

melakukan sosialisasi tentang PBB-PP dan BPHTB; 

(b) memperjelas aturan tentang pengajuan ke-

beratan pajak dan penyelesaian permohonan 
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keberatan pajak tersebut, (c) perlu dipikirkan dan 

diambil langkah untuk memperbaiki sistem data-

base kantor pajak, sehingga dapat diperoleh data 

yang terkini menyangkut objek dan subjek 

pajaknya. Perbaikan tersebut, mungkin dengan 

mengatur bahwa pengisian SPOP harus dilakukan 

se�ap tahun pajak. (d) menerapkan sanksi yang 

tegas untuk wajib pajak yang enggan atau bahkan 

�dak mau membayar pajak (khususnya PBB-PP). 

Namun sebelum penjatuhan sanksi, harus didata 

kembali wajib pajak yang sudah membayar pajak 

(sebelum tahun pajak berakhir), sehingga dapat di-

ketahui wajib pajak yang belum melunasi hutang 

pajaknya (PBB-PP) pada tahun pajak yang ber-

sangkutan. 
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